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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia (Bakamla) dalam menanggulangi praktik illegal fishing di 

kawasan Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada Stasiun Bakamla 

Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla menjalankan upaya 

penanggulangan illegal fishing melalui pendekatan preventif dan partisipatif, serta 

berperan secara tidak langsung dalam aspek penal. Upaya tersebut meliputi patroli 

laut rutin, pemanfaatan teknologi pemantauan maritim, koordinasi lintas instansi, 

serta pelibatan masyarakat pesisir melalui Relawan Penjaga Laut Nusantara 

(RAPALA). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas Bakamla masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, armada, 

anggaran, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut. 

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bakamla dalam 

menanggulangi illegal fishing di Laut Natuna Utara telah berjalan cukup optimal 

sebagai garda depan keamanan laut non-militer, namun memerlukan penguatan 

kelembagaan, peningkatan koordinasi antar instansi, dan dukungan kebijakan 

yang lebih komprehensif untuk mewujudkan pengawasan laut yang efektif dan 

berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Badan Keamanan Laut, Illegal Fishing, Laut Natuna Utara. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the efforts of the Indonesian Maritime Security Agency 

(Bakamla) in combating illegal fishing practices in the North Natuna Sea. The 

research method used is a descriptive qualitative approach with a case study 

design at the Natuna Bakamla Station. The results of the study indicate that 

Bakamla carries out efforts to combat illegal fishing through a preventive and 

participatory approach, and plays an indirect role in the penal aspect. These 

efforts include routine sea patrols, the use of maritime monitoring technology, 

cross-agency coordination, and the involvement of coastal communities through 

the Indonesian Sea Guard Volunteers (RAPALA). However, the effectiveness of 

Bakamla's task implementation still faces obstacles such as limited human 

resources, fleet, budget, and overlapping authority between maritime law 

enforcement agencies. The conclusion of this study shows that Bakamla's role in 

combating illegal fishing in the North Natuna Sea has been running quite 

optimally as the vanguard of non-military maritime security, but requires 

institutional strengthening, increased coordination between agencies, and more 
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comprehensive policy support to realize effective and sustainable maritime 

surveillance. 

 

Keywords: Illegal Fishing, Maritime Security Agency, North Natuna Sea. 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia, yang 

terdiri dari lebih dari 17.000 pulau 

dan memiliki garis pantai sepanjang 

lebih dari 99.000 kilometer. 

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 

25A Undang-Undang Dasar 1945 

secara eksplisit menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara kepulauan 

yang berciri nusantara (Sudiro, 

2023). 

Indonesia memiliki wilayah 

laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta 

km², yang mencakup laut teritorial, 

laut nusantara, dan Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah 

laut ini kaya akan sumber daya alam 

hayati seperti terumbu karang, lamun, 

Mangrove, dan berbagai spesies 

rumput laut yang berperan penting 

dalam ekologi dan ekonomi pesisir 

Indonesia (Basyuni, 2024).  

Kekayaan sumber daya 

perairan Indonesia meliputi berbagai 

jenis ikan pelagis, demersal, 

moluska, hingga mamalia laut dan 

rumput laut. Potensi ekonomi sektor 

kelautan diperkirakan mencapai USD 

149,94 miliar per tahun yang 

mencakup subsektor perikanan, 

pariwisata bahari, bioteknologi laut, 

transportasi, dan energi. Namun, 

besarnya potensi ini juga 

menimbulkan ancaman serius berupa 

eksploitasi ilegal. 

Salah satu bentuk ancaman 

tersebut adalah praktik Illegal, 

Unreported, and Unregulated (IUU) 

Fishing. Praktik ini tidak hanya 

merugikan negara secara ekonomi, 

tetapi juga berdampak negatif 

terhadap kelestarian lingkungan laut 

dan keberlanjutan ekosistem (Mahfud 

et al., 2021). Secara hukum, IUU 

Fishing tergolong sebagai kejahatan 

lintas negara yang melanggar hukum 

nasional maupun internasional. 

Berdasarkan definisi Food and 

Agriculture Organization (FAO), 

IUU Fishing terbagi menjadi tiga 

kategori: (1) illegal fishing atau 

penangkapan ikan tanpa izin di 

wilayah yurisdiksi negara; (2) 

Unreported fishing yaitu kegiatan 

yang tidak dilaporkan ke otoritas; dan 

(3) Unregulated fishing yaitu 

kegiatan di luar pengaturan otoritas 

nasional atau regional. 

Aktivitas IUU Fishing di 

Indonesia terbilang tinggi. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan (PSDKP), selama tiga 

tahun terakhir (2021–2023), ratusan 

kapal asing ilegal ditangkap di 

perairan Indonesia, dengan jumlah 

tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 

269 kapal. 

Berdasarkan data Direktorat 

Jenderal Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan (Ditjen 

PSDKP), jumlah kapal pelaku 

Illegal, Unreported, and Unregulated 

(IUU) Fishing yang berhasil 

ditangkap di perairan Indonesia 

selama periode 2021–2023 

menunjukkan fluktuasi yang 

signifikan. Pada tahun 2021, tercatat 

sebanyak 167 kapal pelaku IUU 

Fishing berhasil ditangkap. Jumlah 

tersebut mengalami penurunan pada 

tahun 2022 menjadi 137 kapal, yang 

mengindikasikan adanya penurunan 

sementara aktivitas penangkapan 

ikan ilegal atau peningkatan efek 
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pencegahan. Namun, pada tahun 

2023 jumlah kapal yang ditangkap 

meningkat tajam menjadi 269 kapal, 

menunjukkan kembali tingginya 

intensitas praktik IUU Fishing di 

perairan Indonesia. Peningkatan ini 

sekaligus mencerminkan tantangan 

serius dalam pengawasan wilayah 

laut nasional serta perlunya 

penguatan upaya pengendalian dan 

penegakan hukum di sektor kelautan 

dan perikanan. 

Salah satu kawasan paling 

rawan terhadap IUU Fishing adalah 

Laut Natuna Utara. Kawasan ini 

secara geografis berbatasan langsung 

dengan negara-negara seperti 

Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok, 

menjadikannya titik rawan 

penyusupan kapal asing yang 

mencuri ikan di perairan Indonesia 

(Halim, 2021). 

Kondisi geografis Laut Natuna 

Utara yang berbatasan langsung 

dengan beberapa negara tetangga 

menjadikan wilayah ini sebagai zona 

maritim strategis sekaligus rawan 

konflik kepentingan ekonomi dan 

teritorial. Selain sebagai jalur 

pelayaran internasional yang padat, 

wilayah ini juga berada di sekitar 

kawasan Laut Cina Selatan yang 

kerap diperebutkan, baik secara 

eksplisit maupun implisit oleh 

negara-negara di Asia Tenggara dan 

Tiongkok 

Penangkapan ikan oleh kapal 

asing secara ilegal di perairan Natuna 

umumnya dilakukan oleh kapal 

berbendera Vietnam, Malaysia, dan 

Filipina. Kapal-kapal ini tidak hanya 

mencuri ikan dalam jumlah besar, 

tetapi juga menggunakan alat tangkap 

merusak seperti trawl yang 

membahayakan keberlanjutan 

ekosistem laut Indonesia (Agustin et 

al., 2021). Praktik ini tidak hanya 

merugikan negara dari sisi ekonomi, 

tetapi juga secara ekologis dapat 

memusnahkan habitat ikan dan 

merusak terumbu karang. 

Untuk menjawab tantangan ini, 

pemerintah Indonesia membentuk 

Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia (BAKAMLA) melalui 

Peraturan Presiden Nomor 178 

Tahun 2014. BAKAMLA diberi 

tugas untuk melakukan patroli, 

pemantauan, dan menjaga keamanan 

maritim nasional, khususnya di 

wilayah perbatasan (Pashya et al., 

2022). 

Keberadaan pangkalan 

BAKAMLA di daerah-daerah 

strategis seperti Bengkalis, Natuna, 

dan Nongsa Batam merupakan 

bentuk kesiapan negara menghadapi 

ancaman illegal fishing. Namun, 

dalam praktiknya, wewenang 

BAKAMLA masih sering tumpang 

tindih dengan TNI AL dan KKP, 

sehingga perlu adanya koordinasi 

lintas sektor yang lebih optimal 

Penegakan hukum terhadap 

illegal fishing di perairan Natuna 

menjadi fokus utama pemerintah 

Indonesia, terutama melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), TNI AL, dan BAKAMLA. 

Selama masa kepemimpinan Menteri 

Susi Pudjiastuti, kebijakan 

penenggelaman kapal asing yang 

melakukan illegal fishing diterapkan 

sebagai langkah represif untuk 

memberikan efek jera dan 

memperkuat kedaulatan laut 

Indonesia (Kurnia, 2021). 

Namun demikian, efektivitas 

penanganan kasus illegal fishing di 

Laut Natuna masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu 

tantangan utama adalah luasnya 

wilayah perairan yang harus diawasi 

dengan jumlah armada patroli yang 

tidak memadai dan keterbatasan alat 

deteksi dini yang dimiliki aparat 
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keamanan laut. Ketimpangan antara 

cakupan wilayah dan sumber daya 

pengawasan menimbulkan celah 

keamanan yang dapat dimanfaatkan 

pelaku kejahatan lintas batas. 

Kelemahan koordinasi 

antarinstansi penegak hukum laut 

juga menjadi permasalahan 

struktural. BAKAMLA sebagai 

lembaga non-militer masih sering 

mengalami tumpang tindih 

wewenang dengan TNI AL maupun 

KKP dalam hal yurisdiksi 

pengawasan dan penindakan di laut 

(Pashya et al., 2022). Hal ini 

menyebabkan perlunya regulasi yang 

lebih tegas dan sistem pengawasan 

yang bersifat integratif. 

Selain penegakan hukum, 

peningkatan kapasitas nelayan lokal 

harus menjadi perhatian dalam 

strategi nasional pengelolaan sumber 

daya kelautan di Natuna. Rendahnya 

tingkat pemanfaatan perikanan oleh 

nelayan lokal, yang hanya sekitar 

4,3% dari total potensi wilayah, 

menunjukkan belum optimalnya 

pemanfaatan ekonomi laut oleh 

warga negara sendiri (Nurdewi, 

2022). Ketiadaan infrastruktur dan 

teknologi tangkap yang memadai 

membuat nelayan lokal kalah 

bersaing dengan kapal asing yang 

masuk secara ilegal. 

Penguatan pengawasan laut di 

Indonesia sebaiknya diiringi dengan 

pemberdayaan masyarakat pesisir 

dan nelayan lokal sebagai penjaga 

pertama wilayah laut nasional. 

Pemberdayaan ini meliputi 

pembentukan kelompok nelayan, 

pelatihan kapasitas, peningkatan 

partisipasi, dan adopsi teknologi yang 

dapat meningkatkan kesadaran sosial, 

ekonomi, dan lingkungan di kalangan 

nelayan (Zulkarnain, 2025).  

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, yang 

bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman mendalam terhadap 

fenomena illegal fishing di Laut 

Natuna Utara serta peran Badan 

Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam 

menghadapinya. Penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti menelusuri 

dinamika sosial dan kelembagaan 

secara langsung dan kontekstual 

dalam setting alami.  

Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dipilih karena dapat 

menggambarkan secara rinci situasi 

yang sedang terjadi, terutama 

berkaitan dengan kebijakan, praktik 

pengawasan laut, serta interaksi 

kelembagaan di wilayah perbatasan 

laut. Metode ini juga memungkinkan 

eksplorasi terhadap sudut pandang 

informan secara mendalam sehingga 

mampu mengungkap realitas yang 

tidak dapat dijangkau oleh penelitian 

kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Stasiun Pemantauan Keamanan dan 

Keselamatan Laut Natuna, yang 

beralamat di Jalan Ranai Kota, 

Kabupaten Natuna. Lokasi ini dipilih 

karena berdekatan langsung dengan 

wilayah Laut Natuna Utara yang 

rawan terhadap praktik illegal 

fishing. Selain itu, keberadaan unit 

operasional Bakamla di wilayah ini 

menjadikan lokasi tersebut sangat 

relevan dengan fokus penelitian. 

Subjek penelitian terdiri dari 

informan dan key informan yang 

dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pemilihan 

subjek berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Informan utama mencakup 

pejabat Bakamla, anggota staf, serta 

pihak eksternal yang terkait dengan 

pengawasan laut dan pengelolaan 

perikanan, seperti Dinas Kelautan 
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dan Perikanan Provinsi Kepulauan 

Riau dan organisasi Relawan Penjaga 

Laut (RAPALA). Kriteria utama 

informan adalah pemahaman, 

pengalaman, dan keterlibatan 

langsung dalam kegiatan pengawasan 

dan penanggulangan illegal fishing. 

Sumber data yang digunakan 

meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dan 

observasi langsung terhadap aktivitas 

Bakamla dan lembaga terkait di 

Natuna. Wawancara dilakukan secara 

tatap muka dengan pedoman semi-

terstruktur untuk memberikan 

keleluasaan bagi informan dalam 

menjawab. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh dari literatur, 

peraturan perundang-undangan, 

dokumen resmi, serta publikasi 

akademik dan media yang relevan 

dengan topik penelitian. 

Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan tiga metode utama: 

observasi di lokasi penelitian, 

wawancara dengan narasumber, dan 

dokumentasi. Ketiga metode ini 

saling melengkapi dalam 

menghasilkan data yang valid dan 

kontekstual. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Stasiun Bakamla 

Natuna dan beberapa pejabat lainnya, 

diketahui bahwa Bakamla berperan 

sebagai institusi yang menjalankan 

fungsi pengawasan dan patroli 

maritim di wilayah yurisdiksi 

Indonesia, termasuk Laut Natuna 

Utara. Meskipun tidak memiliki 

kewenangan langsung dalam 

penegakan hukum terhadap pelaku 

illegal fishing, Bakamla berperan 

strategis dalam mendeteksi, 

mengamankan, dan meneruskan 

kasus ke instansi yang berwenang 

seperti Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP). 

Dalam pelaksanaannya, 

Bakamla menggunakan pendekatan  

teknologi melalui sistem seperti 

Vessel Monitoring System (VMS) 

dan Automatic Identification System 

(AIS), serta melakukan patroli laut 

secara berkala. Koordinasi dengan 

TNI AL, Polairud, dan KKP 

dilakukan untuk memastikan respons 

cepat terhadap aktivitas 

mencurigakan di perairan. 

Selain itu, hasil wawancara 

dengan Kepala Bidang Pengelola 

Database dan Kepala Bidang Analis 

Hukum Bakamla Natuna 

menunjukkan bahwa sistem 

pengumpulan data dan pelaporan 

memiliki posisi strategis dalam 

mendeteksi indikasi pelanggaran 

hukum laut.  

Kapal yang memperlambat 

pergerakan secara tidak wajar atau 

mematikan sistem pelacak akan 

segera dicurigai dan dipantau lebih 

lanjut. Penanganan hukum terhadap 

kapal asing yang tertangkap fokus 

pada nakhoda kapal sebagai 

penanggung jawab utama. Proses 

penindakan lebih lanjut dilakukan 

oleh lembaga dengan otoritas hukum, 

sedangkan Bakamla berperan sebagai 

pengaman awal dan pelapor 

lapangan. 

Peneliti juga mencatat peran 

aktif masyarakat pesisir melalui 

Relawan Penjaga Laut Nusantara 

(RAPALA). Organisasi berbasis 

komunitas ini berfungsi sebagai 

jembatan antara warga lokal dan 

aparat keamanan laut. Informasi yang 

diperoleh RAPALA di lapangan 

disalurkan ke Stasiun Bakamla untuk 

diverifikasi sebelum dilanjutkan ke 

pusat.  
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Gambar 1. Data Kapal Melintas Perairan 

Laut Natuna Utara (LNU)  

(Sumber: Badan Keamanan Laut RI) 

 

Walau menghadapi 

keterbatasan fasilitas dan dukungan 

logistik, semangat sukarela anggota 

RAPALA menjadi modal sosial 

penting dalam menjaga kedaulatan 

laut., sejalan dengan prinsip 

community-based surveillance. 

Dalam observasi yang 

dilakukan di Stasiun Bakamla 

Natuna, peneliti menemukan bahwa 

pos pengawasan dan sarana patroli 

laut cukup memadai secara 

struktural. Fasilitas seperti menara 

pemantauan, sistem radio 

komunikasi, dan dermaga operasional 

tersedia dan digunakan secara aktif. 

Kegiatan patroli dilakukan dalam 

zona yang telah dipetakan 

berdasarkan tingkat kerawanan, dan 

personel dilengkapi pelatihan rutin.  

 

 
Gambar 2. Kondisi Menara Pemantauan 

Keamanan dan Keselamatan Laut 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025) 

 

 

 

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian, 

peran Badan Keamanan Laut 

(Bakamla) dalam menanggulangi 

praktik illegal fishing di Laut Natuna 

Utara dapat dianalisis melalui 

pendekatan kebijakan kriminal dan 

strategi pencegahan kejahatan. Dalam 

kerangka ini, Bakamla menjalankan 

fungsi preventif, partisipatif, dan 

secara tidak langsung penal sebagai 

aktor keamanan laut non-militer yang 

berkontribusi terhadap perlindungan 

kedaulatan maritim Indonesia. 

Dari aspek preventif, Bakamla 

melaksanakan patroli keamanan laut 

yang difokuskan pada titik-titik rawan 

illegal fishing berdasarkan analisis 

potensi wilayah penangkapan ikan. 

Pendekatan ini bertujuan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengawasan, mengingat luasnya 

wilayah perairan Natuna yang harus 

dijaga dengan sumber daya terbatas 

(Putra, 2021). Upaya preventif ini 

diperkuat dengan pemanfaatan 

teknologi pengawasan maritim seperti 

radar, Long Range Camera (LRC), 

Vessel Monitoring System (VMS), 

dan Automatic Identification System 

(AIS), yang memungkinkan deteksi 

dini terhadap aktivitas kapal 

mencurigakan (Masroeri, 2021; 

Masroeri, 2022; Leonardo, 2022). 

Penggunaan teknologi tersebut 

memungkinkan pengawasan laut 

dilakukan secara lebih sistematis dan 

berkelanjutan sebagai bentuk 

pencegahan primer. Namun demikian, 

keterbatasan data AIS yang tidak 

lengkap atau sengaja dimatikan oleh 

kapal tertentu masih menjadi 

tantangan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, beberapa studi mengusulkan 

pengembangan sistem prediktif 

berbasis neural networks dan fuzzy 

logic guna meningkatkan akurasi 

identifikasi aktivitas ilegal di laut 
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(Masroeri, 2021; Masroeri, 2022). 

Selain itu, pemanfaatan citra satelit 

seperti Sentinel-1 SAR dan data 

VIIRS juga terbukti efektif dalam 

mendeteksi kapal nelayan, termasuk 

pada malam hari, meskipun biaya 

operasional teknologi ini relatif tinggi 

(Marzuki, 2021; Zuo, 2024). 

Selain pendekatan teknologi, 

Bakamla juga menerapkan 

pendekatan partisipatif melalui 

koordinasi lintas instansi serta 

pelibatan masyarakat pesisir. 

Pembentukan dan pembinaan 

kelompok Relawan Penjaga Laut 

Nusantara (RAPALA) menjadi salah 

satu wujud penerapan model 

community-based crime prevention 

yang menekankan kolaborasi antara 

negara dan masyarakat dalam 

menjaga keamanan wilayah laut. 

RAPALA berperan sebagai pengawas 

informal yang menyampaikan 

informasi dini terkait aktivitas 

mencurigakan di laut, sehingga 

memperkuat sistem pengawasan dan 

respons cepat terhadap potensi 

pelanggaran. 

Pendekatan partisipatif ini 

sejalan dengan pandangan bahwa 

pemberdayaan masyarakat pesisir 

tidak hanya meningkatkan keamanan 

maritim, tetapi juga berkontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan dan 

kesadaran hukum masyarakat lokal 

(Yuliarta, 2021). Studi di bidang lain 

menunjukkan bahwa keterlibatan 

komunitas yang didukung pelatihan 

dan pengakuan formal sangat penting 

untuk menjaga keberlanjutan peran 

mereka (Sitorukmi, 2025). Meskipun 

konteksnya berbeda, prinsip tersebut 

relevan dalam memperkuat partisipasi 

masyarakat pesisir dalam pengawasan 

laut. 

 

 

 

Namun demikian, implementasi 

kebijakan pengawasan laut oleh 

Bakamla masih menghadapi berbagai 

hambatan struktural. Keterbatasan 

jumlah personel yang tidak sebanding 

dengan luas wilayah pengawasan 

menjadi kendala utama dalam 

pelaksanaan patroli dan respons cepat 

terhadap pelanggaran. Kondisi 

geografis yang kompleks serta cuaca 

ekstrem di perairan Natuna juga kerap 

menghambat mobilitas kapal patroli 

dan operasi lapangan (Putra, 2021; 

Luerdi, 2021). Di sisi lain, 

keterbatasan fasilitas, armada, dan 

peralatan pendukung turut 

menurunkan kemampuan operasional 

Bakamla dalam menjaga wilayah 

perairan yang rawan aktivitas illegal 

fishing (Luerdi, 2021). 

Penelitian Putra (2021) 

menunjukkan bahwa biaya 

operasional patroli laut yang tinggi 

menuntut penerapan strategi 

pengawasan yang lebih efisien, salah 

satunya dengan memfokuskan patroli 

pada area prioritas berdasarkan data 

oseanografi seperti konsentrasi 

klorofil dan suhu permukaan laut. 

Selain itu, pengembangan teknologi 

deteksi kapal berbasis deep learning 

untuk pengawasan malam hari 

berpotensi membantu mengatasi 

keterbatasan pengawasan visual, 

meskipun penerapannya masih 

memerlukan dukungan infrastruktur 

yang memadai (Zuo, 2024). 

Keterbatasan tersebut turut 

berdampak pada dimensi penal dalam 

kebijakan kriminal. Sebagai lembaga 

non-penegak hukum, Bakamla tidak 

memiliki kewenangan langsung untuk 

melakukan penyidikan dan 

penuntutan terhadap pelaku illegal 

fishing. Peran Bakamla lebih 

difokuskan pada deteksi awal, 

pengamanan kapal, serta pelaporan 

kepada instansi yang berwenang 
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seperti Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), TNI Angkatan 

Laut, dan Polisi Air dan Udara 

(Polairud) (Irianto, 2021; Pailalah, 

2021). 

Dalam praktiknya, penindakan 

hukum terhadap pelaku illegal fishing 

umumnya difokuskan pada nakhoda 

kapal sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas aktivitas penangkapan ikan 

ilegal. Proses hukum tersebut 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan, termasuk 

tindakan tegas seperti penenggelaman 

kapal asing yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap (Pailalah, 2021). Pola ini 

menegaskan pentingnya koordinasi 

antar lembaga agar proses penegakan 

hukum berjalan efektif dan tidak 

tumpang tindih. 

Jika ditinjau dari strategi 

pencegahan kejahatan, peran Bakamla 

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

bentuk pencegahan. Pencegahan 

primer dilakukan melalui patroli rutin 

dan pengawasan berbasis teknologi 

untuk mencegah pelanggaran sejak 

awal. Pencegahan sekunder 

diwujudkan melalui penyuluhan 

hukum dan pelibatan masyarakat 

pesisir guna menurunkan risiko 

terjadinya pelanggaran. Sementara itu, 

pencegahan tersier dilakukan melalui 

dokumentasi kasus dan pelaporan 

kepada lembaga penegak hukum guna 

menciptakan efek jera dan mencegah 

pengulangan pelanggaran. 

Keterlibatan RAPALA 

mencerminkan sinergi antara 

pendekatan struktural dan sosial 

dalam pengawasan wilayah 

perbatasan. Meskipun belum 

sepenuhnya didukung oleh fasilitas 

dan anggaran yang memadai, 

keberadaan RAPALA terbukti 

membantu menutup celah 

pengawasan yang sulit dijangkau oleh 

lembaga formal. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa pemberdayaan 

komunitas pesisir dapat memberikan 

manfaat sosial dan ekonomi sekaligus 

memperkuat ketahanan masyarakat 

terhadap ancaman illegal fishing 

(Rimmer, 2021; Cinner, 2022). Oleh 

karena itu, dukungan fasilitas dan 

anggaran yang lebih memadai bagi 

RAPALA berpotensi meningkatkan 

efektivitas pengawasan maritim 

berbasis masyarakat. 

Keberhasilan Bakamla dalam 

menjalankan strategi keamanan laut 

sangat bergantung pada dukungan 

kebijakan pemerintah pusat, 

khususnya terkait kejelasan regulasi, 

kecukupan anggaran, dan integrasi 

kelembagaan. Regulasi yang belum 

sepenuhnya tegas serta minimnya 

koordinasi antar lembaga masih 

menjadi hambatan dalam 

mewujudkan sistem keamanan laut 

yang optimal. Penguatan sinergi 

antara Bakamla, TNI AL, KKP, dan 

Polairud menjadi kunci untuk 

menghindari pendekatan sektoral dan 

meningkatkan efektivitas penegakan 

hukum di laut (Irianto, 2021). 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan 

Bakamla dalam menanggulangi illegal 

fishing telah mencerminkan 

penerapan kebijakan kriminal secara 

bertahap dengan integrasi strategi 

pencegahan kejahatan yang relatif 

komprehensif. Kombinasi 

pengawasan berbasis teknologi, 

pelibatan masyarakat pesisir, dan 

koordinasi antar instansi menjadi 

fondasi penting dalam menjaga 

kedaulatan maritim Indonesia. 

Meskipun masih menghadapi 

berbagai keterbatasan, pendekatan ini 

menunjukkan potensi yang kuat untuk 

dikembangkan secara berkelanjutan 

dalam upaya perlindungan sumber 
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daya kelautan nasional. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia (Bakamla) 

memainkan peran strategis dalam 

menjaga keamanan dan kedaulatan 

wilayah perairan Indonesia, 

khususnya di kawasan Laut Natuna 

Utara yang rawan terhadap praktik 

illegal fishing.  

Melalui pendekatan teori 

kebijakan kriminal dan strategi 

pencegahan kejahatan, Bakamla 

terbukti telah mengimplementasikan 

langkah-langkah preventif, 

partisipatif, dan secara tidak langsung 

penal dalam menjalankan fungsinya 

sebagai garda depan keamanan laut 

non-militer. 

Secara preventif, Bakamla 

melaksanakan patroli laut secara rutin 

dan menggunakan teknologi maritim 

seperti radar, VMS, AIS, dan LRC 

untuk mendeteksi kapal asing yang 

mencurigakan. Di sisi lain, 

pendekatan partisipatif diwujudkan 

melalui pelibatan masyarakat pesisir 

dalam program edukasi serta 

pembentukan kelompok relawan 

seperti RAPALA. Upaya ini 

memperkuat jaringan pengawasan di 

lapangan dan sekaligus 

meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat nelayan terhadap bahaya 

dan konsekuensi dari praktik 

penangkapan ikan ilegal. 

Namun demikian, efektivitas 

peran Bakamla dalam mengatasi 

illegal fishing masih menghadapi 

berbagai kendala struktural dan 

operasional. Keterbatasan jumlah 

personel, kurangnya dukungan 

anggaran, serta belum optimalnya 

integrasi antar lembaga penegak 

hukum maritim menjadi tantangan 

utama. Selain itu, keterlibatan 

masyarakat belum sepenuhnya 

didukung oleh fasilitas yang 

memadai, sehingga kontribusi 

mereka masih bersifat sukarela dan 

tidak berkelanjutan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan 

penguatan kelembagaan dan 

dukungan kebijakan yang lebih 

komprehensif dari pemerintah pusat. 

Sinergi antarinstansi, peningkatan 

kapasitas teknologi, serta pembinaan 

komunitas pesisir perlu ditingkatkan 

agar sistem pengawasan laut dapat 

berjalan secara terkoordinasi dan 

responsif. Pendekatan Bakamla yang 

menggabungkan teknologi, struktur 

hukum, dan peran sosial masyarakat 

merupakan fondasi penting yang 

dapat dikembangkan lebih lanjut 

dalam menjaga kedaulatan maritim 

Indonesia dari ancaman illegal 

fishing. 
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